
WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 706 I sr6

TENTANG
PENETAPAN RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI

TERINTEGRASI PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2OI7 DAN SATUAN
TUGAS PELAKSANA RENCANA AKSI

Menimbang : a.

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

korupsi pada Pemerintah Kota Semarang, maka perlu

dilakukan aksi pencegahan dan penindakan korupsi secara

terintegrasi berupa Penetapan Rencana Aksi dan Satuan

Trrgas Pelaksana Rencana Aksi;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas,

maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang

tentang Penetapan Rencana Aksi Program Femberantasan

Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun

2OI7 dan Satuan T\rgas Pelaksana Rencana Aksi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun f 95O tentang

Pembentukan Daerah=Daerah Kota Besar Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa

Barat dan Daerah Istimewa Djogiakarta;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang

Penyelenggara€rn Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Mengingat : 1.

b.

2.



3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun L999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OOl

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 134, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 415O);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425O);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tamba}:an kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. PefetUfan Pemerintah Nomoa 16 Tahuh L976 tr.ntang

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor

25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3O79);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun L992 tentang

Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah

Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan

Kendal serta knataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya

Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Tengah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2Ol2 tentang Strategi

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka

Panjang Tahun 2Ol2 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun

2Ol2 - 2Ol4 (I-erlrbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol2 Nomor L22l;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

lO.Instruksi Presiden Nomor lO Tahun 2016 tentang Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan

Tahun 2Ol7;

l l. Peialuran Daerah Kota Semarang Nomoi 14 TahUn 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun

2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Semarang Nomor I 14).

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA

AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI

PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 DAN SATUAN

TUGAS PELAKSANA RENCANA AKSI.

Menetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi

Terintegrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2O17 Dan

Satuan T\rgas Pelaksana Rencana Aksi sebagaimana

tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Satuan T\:gas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan Rencana Aksi Frogram Pemberantasan

Korupsi Terintegrasi yang telah ditetapkan;

b. Menyelesaikan pelaksanaan rencana aksi sesuai target

capaian yang telah ditetaPkan;

c. Menyampaikan laporan tertulis kepada Walikota dan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pelaksanaan

r€ncana aksi

terintegrasi.

prograrn pemberantasan koruPsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

diktum KEDUA, Satuan T\rgas sebagaimana dimaksud diktum

KESATU bertanggungiawab dan melaporkan hasilnya kepada

Walikota Semarang.



KEEMPAT

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Semarang.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1 Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala BAPPEDA Kota Semarang;
6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
7. Kepala DPM-PISP Kota Semarang;
B. Kepala DISKOMINFO Kota Semarang;
9. Kepala BPKAD Kota Semarang;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
1l Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;

Hukum Setda Kota

HENDRAR PRIHADI



I,AMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 7o6/7tb
TEI\TTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI PROGRAM
PEMBERANTASAN KORUPSI TERIMEGRASI
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 DAN
SATUAN TUGAS PEI"AKSANA RENCANA AKSI

RE]ICA]IA AKSI PROGRAil PEIIBERAI{TASAII KORUPISI TERINTEGMIsI
PEIIIERIT{TAH KOTA SE}IARAI{G

TAHU]I 2OT7

I 2 3 4 5 v I
I. AKUT{TABITITAS
I. PETIGETOLAAII APBD

Konslstensl Perencanaan
dan Pelganggaran

Belum Optlmalnya
Integrasl SIM rrulal dad
Perencanaan s/d
Felaporan

Belum Optlmalnya
Fendapatan Daenh dan
Fengelolaan dlsflhrl
Bantuan

MewuJudkan Sbtem
yang terlnt€grdd
antara Slstem
Perencanaan dan
Sbtem Penganggann

MeuruJudkan Sbtem
yang Erlntegr6l
antara Slstem
Perencanaan hllpg
Slstem Pelaporan

Penggunaan Sffim
kmbayann onllne
dan penggurnan kartu
bayar berbads
eleKronlk

Menglnt€graslkan
SIMPERDA dan SIM
Penganggran agar darl
RKPD dan KUA PPAS

terlntegrGl

Menglntegradlon seluruh
Slstem Ferryelenggaraan
Pemerlntahan darl
Perencanaan-Pengelolaan
Keuangan-Monw-Pelaporan

TerwuJndnya
penyelerEgaraan Kartu
Semanng l-leDat untuk
Savlng, Wallet dan Tapcash

Bappeda
BPIGD
Dbkomlnfo

Bappeda
BPIGD
Bapenda
Bag. Pembangunan
Bag.Otda
Dbkomlnfo

BPIqD
Bapenda
DISHUB
Dlnas,Perumahan

dan Fermuklman
Dlms Pendldlkan
Dinas Soslal
Dinas Kesehatan
Dbkomlnfo

Ststem Percncanaan
sampal dengan
kngnnggaran Inllne dan
dngh entry thta

SFtern Perencanaan 
I

sampal dengan Pelaporanj
lnllne dan stngh entry 

I

data

Taselanggannya e-Tax,
e-payrnent dan lGrtu
Semarang untuk
dF,irlbusl bantuan

B7 Pemlndahan KUAI
PFAS darl I

STMPERDA I

kedalam SIM IArqgaran 
I
I

Pembangunan e- 
|

poklr untuk I

asplraslDPRD 'l
I

SIM keuangpn 
Iterlntegrasl I

dengan SIM I

pengadaan 
I

banng dan Jasa I

(SlM BPP ttenganl
srRr.P) 

I

UtP tertntegral l

dengan SIM BPP

dan SIMBADA

TerwuJudnya
Integrasl SIM
Penthpatan te
ddam
SIMKEUDA

812

Br2

812

812





PERITSALAHAT
:rf,r.l,/ attltD | 

^Ii'|tct/lxciclsac
I

11. Penyederiamen

I p€rlzlnan d6rt stsl

I Persyaratan, nralcu

I maupun p|cedur

I 
perizlnan dl PISP

I

I

T€nYqtudnya pelryanat
pedzhan yang cepat
dan s€derttana

a. EydruaE nuDungEn xefla
antaG dln6s tslnb .leng6n
kelemb8gEan PTSP yang
mengarah pa(h kenudaha
pehyansn perulnan

b. Pembahasan r€rrana
peryedeffianaan pe|sarata

Kementerlan Lembaga
terlclt

c Perubahan SOP perulnan
darl slsl perslaratan, u6ktr
m8uflln ptosedur D€lHnri
dl mP seblah adany.
penye(hrhanaan

DPM & PTSP;

Baghn Organbasl
Te6usunnya Perwal
Hubungan KetF

TeJwuJudnya
peny€dertEnaan
pedjhan sebaryak 75

Yang terdlrl darl:
1, lzln TerEgE lesehatar
24 lzln
2. Tanda Daftar Usaha
Parlwtsata g) lZn
3. Izln Llngkungan 1 lzln

Tecusunnya SOP

terhadap 120 p€rlrlnan

86 l(x}h

812

86 100%

kelola layanan informssl
tertalt p€nt€lengggnan
pendldlkat &n
kesehatan pada satuan

sebaoal konponen

kesehatan

a. Meny€dlakanlnformasl
&lam bentuk dtgltal
unbrk dl agregasl ke
progGm/ap kast JAGA
yang t€lah
dlkembangkan oleh
|(PK

Dlgttallsasl dan lrftegrdsi
dab ke slstem JAGA

Dlskomlnio, Dhas
Pendldlkan, Din6
Kesehatan

.. Data su&n .hpat
dlbansparadlan melalu
aDlll(asl JAGA"

E6 t4eQerluas
penerapan

Apn(ast JAGA



PER'{ASALAHAN REKOMENDASI ( ):ANA AKSI pEr{Al{cGU G I Ul(URAt{ xEBt,./iASIt Ar{

Mendorong penerapan

slstem IAGA
Melakukan fasilitasi
kegiat n soslallsasi dan
advokasl sistem JAGA
secara bertahap melalui
kerjasama dengan KpK dan
Inspektorat Provlnsi

Diterapkannya sistem
JAGA di Kotn Semarang

BPKP, kondlsl kapabllltas
APIP per 30 Juni 2016
adalah :

- 19 VK berada pada

level 1

- 11VK berada pada

level 2.
Sesuai arahan Presiden
RI, pada t hun 2019
level Kapabllitas APIP
dltargetkan mencapai 85
% Level 3. Jawa Tengah
pada tahun 2016 baru
mencapal level 1 karena
sejak tahun 2010 tidak
pernah dilakukan
p€nllaian oleh BPKP

peningkatan level
Kapabilitas APIP Kota
Semarang

Tlndak Lanjut Roadmap
Peningkatan Kapabilitas
APIP Kota Semarang

Kota Semaraog
menlngkat ke level 2

APIP yang bersertifikat
dl Kota Semarang

APIP bersertifikat
SeGra kuantltas
maupun kualltas

Pengusulan Dlklat
bagi Calon APIP

Inspektorat

Calon APIP sebanyak 2
orang

Bertambahnya Jumlah
APIP b€rsertifikat
sebanyak 4 orang

HEI| DRAR PRIIIADI

812 100%



LAMPIRAN II
KBPUTUSAN WALIKOTASEMARANG
NOMOR Toto /, tb
TENTANG
PENETAPAN RENCANA AKSI
PROGRAM
KORUPSI

PEMBERANTASAN
TERINTEGRASI

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2017 DAN SATUAN TUGAS
PELAKSANA RENCANA AKSI

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PELAKSANA RENCANA AKSI PROGRAM
PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2017

NO JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM

I Walikota Semarang Pengarah

2 Wakil Walikota Semarang Wakil Pengarah I
Sekretaris Daerah Kota Semarang Wakil Pengarah II

4 Inspektur Kota Semarang Ketua

Sekretaris Inspektorat Kota Semarang Sekretaris

6 Kepala BAPPEDA Kota Semarang Anggota
7 Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Kota Semarang

Anggota

8 Kepala DPM-P/ISP Kota Semarang Anggota

9 Kepala DISKOMINFO Kota Semarang Anggota

10 Kepala BPKAD Kota Semarang Anggota

11 Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Anggota

12 Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Anggota

l3 Kepala Sub. Bagian Evaluasi dan

Pelaporan pada Inspektorat Kota

Semarang

Anggota

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI


